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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a.

KABUPATEN BANJARNEGARA,

bahwa dengan telah dilaksanakannya pembahasan oleh Komisi-
Komisi dan Fraksi-Fraksi serta telah disepakati dalam rapat
Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomorl137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lemabaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
RI Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2005 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 70, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 12 Tahun 208 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
99);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2019 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 270);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran
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Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 258);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
daerah Kabupaten banjarnegara Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 Nomor 10):

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor
22).

Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan administrasif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perewakilan rakyat (Lembaran
daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 245);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara tanggal 29 Juni 2020
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarnegara.
pada Tanggal : 29 Juni 2020

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
- Bupati Banjarnegara




